[ SALINAN ]

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

ca.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
terdapat perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus yang diterima
oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai tembakau dan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2018, terdapat perubahan alokasi Dana
Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK
226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa
menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018,
terdapat perubahan alokasi Dana Desa yang diterima oleh
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, terdapat perubahan alokasi
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2018 yang diterima oleh Pemerintah Daerah;

. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran guna

penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
perlu diubah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2018;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 36;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar
Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 23);
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Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013
tentang retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun
2013 tentang retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Magelang setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 21);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 41)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
a. pendapatan
1. pendapatan asli daerah Rp. 354.246.627.000,00
2. dana perimbangan Rp. 1.426.060.736.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah Rp. 583.211.611.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.363.518.974.000,00



b. belanja
1. belanja tidak langsung
a) belanja pegawai Rp. 907.146.346.000,00
b) belanja hibah Rp. 88.901.389.000,00
c) belanja bantuan sosial Rp. 16.633.414.000,00

d) belanja bagi hasil kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp. 13.829.113.000,00
e) belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa Rp. 451.989.135.000,00
f) belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000,00
Rp.1.483.499.397.000,00

2. belanja langsung

a) belanja pegawai Rp. 102.568.539.000,00
b) belanja barang dan jasa Rp. 452.412.456.000,00
c) belanja modal Rp. 633.181.482.519,00
Rp. 1.188.162.477.519,00
Jumlah Belanja Rp. 2.671.661.874.519,00
Defisit (Rp. (308.142.900.519,00)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp. 320.367.900.519,00
2. pengeluaran Rp. 12.225.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 308.142.900.519,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0,00

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran la yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengeluaran anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengeluaran anggaran belanja
langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga,
Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan), Kecamatan Salaman,
Kecamatan  Mungkid, Kecamatan Candimulyo, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Penerimaan
Pembiayaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2018.



4. Ketentuan anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengeluaran anggaran belanja
langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga,
Sekretariat Daerah, Kecamatan Salaman, Kecamatan Mungkid, Kecamatan
Candimulyo, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah, serta Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Magelang
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 April 2018
Pjs. BUPATI MAGELANG,
ttd
TAVIP SUPRIYANTO
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 April 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd
EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001







